
Retno mengatakan, hingga

saat ini persiapan penyeleng-

garaan KTT yang akan

berlangsung di antara KTT

ASEAN di Phnom Penh,

Kamboja dan KTT APEC di

Bangkok, Thailand ini berjalan

dengan baik. "Dari pertemuan

atau laporan kepada Bapak

Presiden dan setelah kita

lakukan run-through program

secara detail, maka secara

keseluruhan, in general, al-

hamdulillah, so far semua per-

siapan berjalan dengan baik,"

ujar Menlu.

Terkait konfirmasi kehadiran

para pemimpin G20, Menlu

mengungkapkan bahwa hing-

ga saat ini tingkat kehadiran

para pemimpin sangat tinggi.

Konfirmasi kehadiran juga

datang dari dua pemimpin

baru negara Anggota G20

yaitu Perdana Menteri (PM)

Inggris Rishi Sunak dan PM

Italia Giorgia Meloni.

"Beberapa masih ditunggu

konfirmasinya karena situasi

khusus. Misalnya, Brazil baru

saja putaran kedua election-

nya sudah selesai tapi juga

serah terimanya atau presiden

baru mulai akan menjabat 1

Januari sehingga kita masih

menunggu dari Brazil siapa

yang akan mewakili Brazil di

dalam KTT nanti. Tapi sekali

lagi, perlu saya tekankan bah-

wa persaat ini tingkat kehadi-

ran para pemimpin sangat

tinggi," kata Retno.

Para pemimpin negara G20

tersebut, lanjut Retno, dijad-

walkan akan tiba di Bali mulai

13 November. "Sebagian be-

sar, perdata saat ini, akan tiba

di 14 November dan rata-rata

akan meninggalkan Bali pada

16 sore atau 17 November

karena sebagian dari para

pemimpin itu juga akan ter-

bang menuju Bangkok untuk

menghadiri KTTAPEC," jelas-

nya. (Sim)-d
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"Diberhentikan dengan tidak hormat dalam

dinas kepolisian," ujar Kepala Divisi Humas

Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo di Mabes Polri

Jakarta, Senin (31/10).

Dedi menjelaskan, sidang etik juga memu-

tuskan Brigjen Pol Hendra Kurniawan bersalah

sebagai perbuatan tercela, sehingga dijatuhi

sanksi etik. Ia dijatuhi sanksi penempatan khu-

sus (patsus) selama 29 hari.

Sidang Etik Brigjen Pol Hendra Kurniawan

dilangsungkan pukul 08.00 WIB sampai de-

ngan pukul 17.15 WIB di Ruang Sidang

Divisi Propam Polri Gedung TNCC Mabes

Polri. Sidang tersebut menghadirkan 17

orang saksi. Dedi enggan mengungkapkan

apakah Brigjen Pol Hendra Kurniawan

mengajukan banding atas putusan etik terse-

but atau tidak.

Brigjen Pol Hendra Kurniawan telah bersta-

tus terdakwa dalam perkara dugaan mengha-

langi penyidikan pembunuhan Brigadir J atau

obstruction of justice dan sudah menjalani

sidang pidana di Pengadilan Negeri (PN)

Jakarta Selatan.

Selain itu, mantan anak buah Ferdy Sambo

itu juga terseret dugaan tindak pidana korupsi

atas penggunaan pesawat pribadi untuk me-

ngunjungi orangtua Brigadir J di Jambi.

Selain Hendra Kurniawan, terdapat dua ter-

dakwa obstruction of justice yang belum men-

jalani sidang etik, yakni AKBP Arif Rahman

Arifin dan AKP Irfan Widyanto.                  (Ant)-d
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Muhaimin mengusulkan agar harga BBM untuk

kedua golongan tersebut diturunkan.

"Tapi tadi masih dihitung lagi karena ternyata

pemilik sepeda motor itu jumlahnya 70 juta,"

ungkapnya.

Kedua, DPP PKB menyuarakan kegelisahan

terkait pasokan pupuk di daerah yang saat ini

sulit dipenuhi. Produksi pupuk di seluruh dunia

sendiri memang tengah menurun sebagai akibat

perang Rusia-Ukraina dan krisis yang menyer-

tainya. Untuk itu, Muhaimin mengatakan, pihak-

nya mengusulkan agar subsidi pupuk dipriori-

taskan untuk petani yang lahannya hanya seten-

gah hektare. "Subsidinya difokuskan kepada

petani dengan pemilik tanah setengah hektare.

Tapi tadi akan dikaji dan dilihat karena produksi

global pupuk ini memang ada kendala perang,

kendala krisis, dan pasokan gas dari Rusia mau-

pun Ukraina," tutur Muhaimin.

Hal ketiga yang disampaikan yaitu terkait

bonus demografi yang dimiliki Indonesia hingga

tahun 2030. DPP PKB pun meminta Presiden

memperhatikan tiga hal agar bonus demografi

bisa dimanfaatkan dengan baik dengan

menggenjot kaum muda.

Adapun tiga hal tersebut yaitu 1) agar peng-

usaha muda diberikan kemudahan akses kredit

tanpa agunan dan tanpa bunga; 2) agar kaum

muda diberikan akses teknologi; dan 3) agar

kaum muda diberikan beasiswa sebanyak-

banyaknya, baik ke luar negeri maupun ke lem-

baga-lembaga strategis.                             (Sim)-d
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Menurut Ghufron, hal itu terjadi karena

banyak alumni perguruan tinggi yang

berilmu tetapi tidak berintegritas.

Hilangnya integritas ini disebabkan prak-

tik korupsi telah terjadi di perguruan ting-

gi, baik dalam skala besar maupun kecil.

Praktik korupsi dapat terjadi melalui pro-

ses rekrutmen mahasiswa, proses pen-

didikan, tugas akhir, penelitian, akredi-

tasi, hingga tata kelola pendidikan. Jika

tidak dilaksanakan dengan penuh keju-

juran, tahapan penyelenggaran pen-

didikan tersebut mengakibatkan

tergerusnya integritas civitas akademika

kampus.    

Keprihatinan senada juga pernah

dikemukakan Menteri Koordinator

Bidang Politik Hukum dan Keamanan

(Menko Polhukam) Mahfud MD. Bahkan

dalam banyak kesempatan, menteri asal

Madura ini dengan vulgar menyatakan

bahwa lembaga pendidikan telah

banyak �menernak� koruptor. Padahal,

idealnya lembaga pendidikan meng-

hasilkan para pejuang antikorupsi.

Pernyataan Nurul Ghufron dan Mahfud

MD penting direnungkan sekaligus men-

jadi otokritik bagi praktisi pendidikan. 

Harus diakui, praktik korupsi dengan

berbagai ekspresinya memang banyak

menyeret kalangan terpelajar dari dunia

pendidikan. Karena itulah banyak pihak

menyatakan bahwa insiden OTT yang

dilakukan KPK terhadap rektor dan ja-

jaran petinggi Universitas Negeri

Lampung (Unila) layaknya fenomena

�gunung es�.

Dugaan korupsi yang melibatkan se-

jumlah oknum di Unila menunjukkan

bahwa latar belakang sosial pelaku ko-

rupsi semakin beragam. Mereka tidak

hanya berasal dari kalangan eksekutif,

legislatif, yudikatif, TNI, Polri, partai poli-

tik, dan pengusaha. Kalangan terpelajar

dari dunia pendidikan dan organisasi ke-

masyarakatan juga banyak terseret ka-

sus korupsi. Sebagian mereka juga ter-

golong masih sangat muda. Pertan-

yaannya, mengapa kalangan terpelajar

bisa terseret dalam pusaran kasus ko-

rupsi?

Jawaban pertanyaan tersebut adalah

bahwa sangat mungkin mereka yang

terjerat kasus korupsi itu karena terlalu

jauh bersinggungan dengan politik dan

kekuasaan. Apalagi mereka juga tampak

gagap tatkala berurusan dengan budaya

birokrasi yang koruptif. Untuk itulah

kaum terpelajar tidak boleh hanya men-

gandalkan ilmu pengetahuan tatkala

bersinggungan dengan politik dan

kekuasaan. Modal yang penting dimiliki

kaum cerdik cendekia adalah akhlak. Ini

berkaitan dengan integritas.

Bangsa ini jelas banyak berharap pa-

da dunia pendidikan. Bukankah mereka

yang sedang belajar di bangku kuliah

merupakan calon pemimpin negeri pada

masa mendatang? Jika kalangan cerdik

cendekia sudah banyak yang �bele-

potan� dengan noda korupsi, maka

kepada siapa lagi bangsa ini berharap? 

(Penulis adalah Guru Besar UIN

Sunan Ampel, Wakil Ketua Pimpinan

Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur)-d
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"Berapa anaknya Ibu PC," kata

hakim. Susi menjawab ada empat

orang. Tanpa pertanyaan lanjutan

dari hakim, Susi langsung menjelas-

kan, urutan anak-anak FS. "Nomor

satu Trisa Sambo, Tribrata Sambo,

Datia Sambo," terang Susi. 

Namun, pada saat menjelaskan

anak keempat, Susi tampak jeda be-

berapa menit. Lalu menyebutkan na-

ma anak keempat, Arka. Saat menye-

but nama Arka, tak ada nama be-

lakang Sambo. 

Hakim menanyakan berapa usia

Arka. Susi menjawab anak keempat

majikannya itu baru berumur satu

setengah tahun. Hakim bertanya

anak keempat bernama Arka terse-

but, lahir di mana. Susi menerangkan

Arka lahir sebelum keluarga Sambo

pindah ke Saguling III. "Mas Arka

lahir di (rumah) Bangka," terang Susi.

Kemudian, hakim mempertajam

pertanyaan lanjutan tentang hal

tersebut. "Siapa yang melahirkan

Arka?" tanya hakim. Susi tak men-

jawab. Butuh jeda hampir dua menit

untuk Susi menjawab lugas pertanya-

an hakim tersebut. 

"Apa Ibu PC yang melahirkan

Arka? sambung hakim. Pertanyaan

hakim tersebut, lalu disambut Susi

dengan jawaban serupa. "Siap. Ibu

PC yang mulia," jawab Susi. 

Hakim pun kembali meyakinkan

jawaban Susi tersebut dengan perta-

nyaan-pertanyaan yang sama. "Ibu

PC yang melahirkan Arka?" tanya

hakim. Susi menjawab dengan

perkataan sama. "Ibu PC."  

Hakim mengingatkan Susi agar tak

berbohong. Meminta Susi sebagai

saksi berbicara jujur dan memberikan

kesaksian yang sebenar-benarnya

saat di persidangan. Hakim mene-

gaskan akan mencatat pengakuan

Susi tentang siapa yang melahirkan

Arka tersebut. "Saudara tetap (pada

jawaban) Ibu PC yang melahirkan

Arka?" tanya hakim. Susi

mengiyakan. 

Hakim mendalami tentang hal

tersebut dengan menanyakan kem-

bali kepada Susi tentang kapan PC

melahirkan Arka. Susi dengan cepat

dan lugas menjawab pertanyaan itu.

"Bulan tiga (Maret) 2021, tanggal 23,"

kata Susi. 

Hakim sempat mengulangi perta-

nyaan awal tentang di mana PC

melahirkan Arka. Namun berbeda

dari penjelasan awal Susi yang

menyebut Arka lahir di Bangka. Kali

ini, Susi mengaku tak tahu Arka lahir

di mana. "Tidak tahu," kata Susi.

Hakim membiarkan perbedaan ke-

terangan Susi tentang PC melahirkan

Arka di mana. Namun, hakim mem-

pertanyakan Susi yang hafal tanpa

jeda menjawab tanggal, bulan dan

tahun lahir Arka, tetapi mengaku tak

tahu tentang PC melakukan persali-

nan di mana. Susi pun terdiam.

Hakim mulai curiga keterangan saksi

Susi, mengarah ke pengakuan palsu

atau berbohong di pengadilan. "Anda

akan terjebak dengan kebohongan

Anda sendiri nantinya," nasihat hakim

kepada Susi. Susi pun tak mere-

spons peringatan majelis.

Selanjutnya, hakim mendalami ten-

tang siapa yang mengasuh Arka se-

jak lahir. Susi menjawab lama.

Namun, ia tetap menjawab. "Suster,"

kata Susi. Hakim mulai menaikkan in-

tonasi pertanyaannya dengan me-

minta Susi menyebutkan siapa nama

yang mengasuh Arka. Susi terdiam

lama dengan pertanyaan tersebut.

Persidangan sempat hening, se-

belum hakim mengulangi per-

tanyaannya. Lalu Susi dengan nada

tak yakin menyebutkan satu nama

pengasuh Arka, "Alif," jawab Susi.

Hakim mulai menuding kesaksian

Susi mengarah kepada kebohongan.

Karena kata hakim, Susi memberikan

nama baru Alif yang tak diterangkan

saat hakim mempertanyakan awal-

awal tentang siapa saja yang tinggal

di rumah Bangka maupun di rumah

Saguling III. 

"Saudara saksi ini berbohong. Dari

tadi saya tanya siapa saja yang ting-

gal di situ (Bangka dan Saguling III),

tetapi Anda tidak ada menyebutkan

nama Alif. Sekarang Anda baru

menyebutkan ada Alif," papar hakim

kepada Susi.

Hakim bertanya kepada Susi, di

mana Alif. Susi menjawab tak tahu.

"Karena sudah keluar," jawab Susi.

Hakim menguji kesaksian Susi lain-

nya tentang kepindahan dari rumah

Bangka ke rumah Saguling III. Hakim

bertanya, siapa yang memilih pindah

dari rumah Bangka ke Saguling III.

Susi menjawab, PC yang mulanya

pindah. Lalu hakim bertanya, apakah

FS juga ikut pindah rumah. Susi men-

jawab FS juga ikut bersama istrinya

itu dari rumah Bangka ke rumah

Saguling III.

Hakim bertanya kepada Susi ten-

tang apakah setelah pindah dari ru-

mah Bangka, FS dan PC bersama-

sama setiap hari tinggal di rumah

Saguling III. Susi menjawab tidak

tahu seberapa sering. "Tetapi sering

datang," ucap Susi.

Hakim membiarkan tumpang-tindih

kesaksian Susi tersebut. Hakim

melanjutkan pertanyaan tentang

apakah FS setiap hari menginap di

rumah Saguling III, tempat PC. Susi

mengatakan, pasti menginap dan se-

ring menginap. 

Pemeriksaan Susi sebagai saksi

dalam persidangan ini berlangsung

hampir enam jam. Dimulai sejak

pukul 10.00 WIB, Sebelum rehat, ter-

dakwa Bharada RE sempat mem-

bantah sejumlah pengakuan dan ke-

terangan. Salah satu yang dibantah

Bharada RE, yakni tentang seringnya

FS tinggal di mana. Bharada RE

mengungkapkan, sejak menjadi aju-

dan FS dari 2021, ia lebih banyak

melihat komandannya itu tinggal di

rumah Bangka. Namun, Bharada RE

tak menerangkan soal anak ke-4

bernama Arka tersebut. Menurut

Baharada RE, FS baru kembali ke ru-

mah Saguling III pada Sabtu atau

Minggu.

(Ful)-d

Ratusan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sambungan hal 1

beberapa obat terutama sirup yang

diduga kuat mengandung EG dan

EDG,� kata Muhadjir, Senin (31/10).

Ia menyebut, kasus obat yang

mengandung bahan pelarut yang

melebihi ambang batas harus ditin-

daklanjuti, apakah merupakan ce-

maran atau ada kesengajaan.

"Karena sejak dari sananya ba-

han penolong ini cukup tinggi do-

sisnya. Secara detail tadi dapat in-

formasi dari lab, itu kandungannya

bisa dilihat berapa ambang batas

minimumnya," kata Muhadjir, Senin

(31/10).

Hal ini menurutnya bisa dijadikan

dasar dan alat bukti untuk menje-

laskan siapa yang bisa dikenakan

tindak pidana.

"Saya yakin semua langkah

BPOM sudah tepat, terukur dan

sistemis untuk memastikan siapa

yang salah dan siapa yang terim-

bas pengaruh akibat kasus ini," tu-

turnya. 

(Ant/Ati)-d

TEMANGGUNG (KR) - Kejaksaan Negeri

(Kejari) Temanggung menetapkan Kades

Ngadimulyo Heri Susanto dan Sekdes

Ngadimulyo Agus sebagai tersangka dugaan

korupsi bantuan keuangan yang bersumber

dari APBD Kabupaten Temanggung. Kerugian

dari korupsi tersebut capai  Rp 379 juta. 

Kepala Kejari Temanggung I Wayan

Ekamiartha mengatakan, kejaksaan juga

menetapkan dua tersangka lain yakni man-

tan kades Muh Amin dan pelaksana proyek

Imam Abdul Rofiq. "Berdasarkan hasil

penyidikan diduga merugikan keuangan ne-

gara Rp 379 juta," kata I Wayan Ekamiartha,

Senin (31/10).

Ia mengatakan APBD Temanggung mengu-

curkan dana atau memberikan bantuan ke-

uangan untuk  pengembangan wisata pasar

Papringan dan pembangunan gedung serba

guna di Dusun Ngadiprono Desa Ngadimulyo

Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung.

Modus operandi para tersangka adalah de-

ngan penggelembungan anggaran pemba-

ngunan. Total dana pembangunan Rp 721 juta

dan dikorupsi Rp 379 juta.

Hasil perhitungan, jelasnya, empat tersangka

telah merugikan keuangan negara atau diduga

melakukan korupsi Rp 379.653.966 dengan

perincian tindak pidana korupsi di tahun 2019

sebesar Rp 180.421.312 dan pada tahun 2021

sebesar Rp 199.232. 584.

Kepala Kejari Temanggung mengatakan

keempat tersangka itu dijerat Pasal 2 ayat 1 jo

Pasal 18 UU No 31/1999 tentang Pemberan-

tasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah

dan ditambah dengan UU No 20/2021 tentang

Perubahan Atas UU No 31/1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo

Pasal 55 ayat 1 No Kesatu KUHP.

Selain itu mereka dijerat subsider Pasal 3 jo

Pasal 18 UU No 31/1999 tentang Pem-

berantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah

diubah dan ditambah dengan UU No 20/2021

tentang Perubahan Atas UU 30/1999 jo Pasal

55 ayat 1 Nomor Kesatu KUHP.

"Para tersangka telah ditahan di Polres

Temanggung terhitung mulai 10 Oktober 2022.

Penahanan diperlukan karena dikhawatirkan

akan melarikan diri dan menghilangkan barang

bukti," katanya. (Osy)-d

TERSANDUNG KORUPSI PROYEK PASAR

Kades-Sekdes Diduga Tilep Dana APBD

"Persidangan gak segera digelar

padahal saya ada acara dan jadwal

penerbangan dimajukan, sehingga

saya harus segera balik ke Jakarta,"

ujar Maqdir Ismail, salah satu tim pe-

nasihat hukum terdakwa Oon

Nusihono. (Vin)-d
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